'BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTAN G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

| Menimbang ;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:

' BUPATI GO RONTALOQ,

-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat {1
N 'Peraturan Menteri Dalam Negera Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan Pengendahan _ Dan Evaluam
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan |
Daerah Tentang Rencana Pembannunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

: ’I‘ata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunaﬂ J'mgka Menengah Daerah Dan_ )

"'-‘__--Rencana Kerja Pemcrmtah Daerah - perlu menetapkan'-'.

_Mengingat

" Peraturan Bupatl tentanff Rencana Kerja Perangkat Daerah_

Tahun 2025;

: 1, Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Repubhk'

: Indone&a ’I‘ahun 1945

2. Undang-Unddng ‘Nomor. 29  Tahun 1_9_59' 'teﬁta'ng':_

Pembentukan Dacrah- daerah Tingkat - II. di Sulawesf
(Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 1959 Nomor
74, Tambahfm Lembaran Negara Repubhk _Indone_s_;a
| :Nomor 1822); - o

. 3. Undang-Undang Nomor 25 ~Tahun 2004 tentang Slstem(" |

"-Perencanaan Pe mbangun.m Nasmnal (Lembaran Negara_;




Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor - 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |

4. Undang Undang Nomor . *23- Tahun 2014' tentang

o Pemermtahan ‘Daerah (Lembarafl Negara Republlk Indonema_ '
Tahun 2014 Nomor . 224, Tambahan Lembaran Negaraf-
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah‘
beberapa ka,h'*erakhlr dengan Undang undang Nomor 6
~Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemermtah .
'Penggantl Undang— ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang:=
'Clpta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
‘Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nﬂgara Nomor

~ 6856);

5. Peraturan Mentem Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017 j
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendahan dan Evalua31
-Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi - Rancangan
Peraturan Daerah tentanrr Rencana Pembangunan Jangka
Panjang - Daerah dan Rencana Pembangunan - Jangka
Menengah Daprah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan * Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daei‘ah dan Rencana Kerja
Pemermtah Daerah (Benta Negara Repubhk Indones1a Tahun
2017 Nomor 1312), o

" MEMUTUSKAN: | . o
Menetapkan : PERATURAN BUPATI , TENTANG RENCANA KERJA_-_
| PERANGKA’I‘ DAERAH TAHUN 2025. 8

TBABIVV'
KETENTUAN UMUM,
Pasal 1 , C
Dalarn Peraturan Eupati ini yang d1maksud dengqn R )
l.Rencana  Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya'
.disebut_'r Renja  Perangkat ‘Daérah _adalah ~ dokumen
perencanaan ‘f’erangkat Daerah .untul_{ periode 1 (safu)'_
tahun,. | | a '-
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. Rencana Strétle.gis .Perang'l%a't ‘Daerah yalng-,f' selanjutnjfa'-'
disebut denﬂan Renstra Perangkat - Daefah adaJah-
R dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perlode ,
5 (hma) tahun. ' _
. Rencana Perqbangunén Tahunan Daerah ‘yang
selanjutnya disébut'_ Rencana I\erja Pemerintah Daerah
yang selarij*ﬁnva -' disingkat ~'RKPD  adalah" dokumen
_ perencanaan Daerah untuk perlode I (satu) tahun
.Rencana '7 Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya d.lsmgka. RKA SKPD adalah
..dokumen perencanaan dan penganggaran ,yang berisi -
rencana pendapatan © rencana  belanja -_-prog‘ramﬁ dan
-'keg1atan Peranghat Daerah. serta rencana.. perﬁbiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD. | o )
.Rencana Pembangunan Jangka Menengah' Daerah yarg
- selanjutnya dlsmgkat 'RPJMD adalah dokumen
perencanaan ‘Daerah unfuk- periode 5 . (Hma) tahuh
terhitung  scjak dilantik sampai dgﬁgari.' berakhirnya: -
masa'jébétan Kebala Daerah. .. - | |
'. Anggéran Pendapatan' dan Belanja ! aﬂrah yang
selanjutnya disingkat APBD  adalah rencana keuangan'
.tahunan , Daerah‘ ‘yang  ditetapkan denga1_1 Peraturan
Daerah. | o o
. Perangkat Daerah adalah unsur pemhantu kepald Daerah. dan
| ' Dewan Perwakllan Rakyat Daerah ‘dalam penyelenggaraan

Urusan Pernermtahan yang men_;adl kewenangan Daerah.

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanl.__ -

' pernermtahan oleh Pcmerlntah Daerah dan Dewan Perwakilan _
Rakyat Daerah mcnurut asas otonomi dan tugas Pembantuan":
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem_"da'n'\
p'rins'ip) Negara Kesatuan Rapublik 'Indonesia‘ Sc:beigajmané' L
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repubhk

-Indonema Tahun 1945 , ,
. Femerintah Daerah adalah kepala daerah - sebagax unsur.'

_penyelenggara‘ pemerintahan  daerah }ang_. memlmpm'
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e :”10 Daerah adalah habupaten Gorontalo.

pelaksanaan -urusan'r pemerintahan .:_-'_'yang menjadi -
kewenangan daerah otonom. o |

_1_1 Bupati adalah Bupati Gorontalo.

, BAB n o
~ RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
o Pasal 2 , - _
" S (1) .Renja quangkat Daerah memuat program kegiatan lokaS1
‘ dan kelompok sasaran, yang. disertai indikator kinerja dan -
" 'pendanaan sbqual dengan tugas dan fung& setlap Perangkat -
) Daerah - yang dlSUSUI’l berpedoman kepada Renstral- :
ET Peranﬂkat Daérah dan RI\PD S |
:':(2] Renja Perangkat Dacrah rilsajlkan dalam dokumen dengan '
--'81st1mat1ka sebagm berxkut D -
a. pendahu! uan _ _ :
b. - hasil evaluas1 Ren}a Perangkat Daerah tahun lalu,
C.- tujuan dan sasaran Perangkat Dacrah e
d. .rcncan_a k_erja (_lan-pcndanaan Perangkat Daerah, dan
e. penutup - . o
(3)  Dokumen sebaoalmana azmaksud pada ayat (2) tercantum.
* dalam 181‘11})‘[“(11‘1 yang merupakan bagian tldak terplsahkan :

dari peraturan bupau Lm

_ Pasal 3 _ o - .

.Renja Perangkat Daelah sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2
- memadl Pedoman bagl perangkat daerah dalam menyusun RKA:-" .
SKPD . '

- Pasal 4 , S

(1) Perangkat daelah membuat Iaporan kinerja tr1wulan dan.
tahunan atas puaksfmaan Renja dan anggaran Tahun 2025 '

- yang berisi uraian tentang keluaran kegxatan dan 1nd1kator :

. ‘.klnerja setiap program. o _' ' |

" 1 (2) Laporan kmer]a sebagaunana dlmaksud dalam ayat (‘),'-f
‘disampaikan : kepada’- Perangkat - _Daerah _ yapg:-'

menyelenggarakan urusan pemcnntahan_ : dibi’dang___'_ '
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perencanaan, paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah
berakhirnya triwulan yang berkenaan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan

evaluasi Program Kerja dalam pencapaian target

pembangunan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal IS AQW;M 2024

GORONTALOQO,

NELSON P#MALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 'S A@U&"’“S 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HARIS SUPARTO TOME
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2S5




